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ABSTRAK

Adapun yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini adalah
sbagai berikut
1. Bagaimanakah Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase?
2. Bagaimana kekuatan Hukum penyelesaian sengketa melaiui
Arbitrase?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui Alternatif
penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Arbitrrase di tinjau dari
Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, ierutama yang
bersangkut paut mengenai Kriteria sengketa yang diselesaikan di luar
pengadilan melalui Arbitrase dan kekuatan hukum penyelesaian sengketa
di luar pengadilan melalui Arbitrase, maka pcnuiisan skripsi merupakan
penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif’ dan tidak bermaksud
untuk menguii hipotesa.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah
penelitian Kepustakaan ( Liberary Kesearech). Data kepustakaan dilakukan
.untuk  mendapatkan data skunder yang berupa, dekumen-dokumen,
peraturan- peraturan, buku-buku dan sumber lainya yang berhubungan
dengan pokok masalah yang dibahas.

Tehnik pengolahan data yang dilakukan yaitu dengan cara
menganalisis data skunder dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpuian
sebagai berikut :

I. Proses Penyelesaian Sengketa yang Diselesaikan Melalui Arbitrase
Menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrse dan
Alternatif penyelesaian sengketa

a. Pemohon membuat surat tuntutan kepada arbiter atau majelis
arbiter

b. Arbiter atau majelis arbiter lalu memberikan salinan atas
tuntutan tersebut kepada termohon.

¢. Jawaban termohon yang diterima arbiter atau majelis arbiter
diteruskan kembali kepada pemohon.



d. Arbiter aiau majclis arbiter lalu memerintahkan para pihak
hadir pada sidang pertama.

e. Jawaban atas tuntutan yang diajukan termohon dapat
sekaligus dijadikan tuntutan balasan oleh termohon. Tuntutan
balasan tersebut akan diperiksa oleh arbiter atau majelis
arbiter bersama-sama dengan pokok perkara.

f. Pemohon dapat melakukanr pencabutan permohonan tersebut
apabila belum ada jawaban dari termohon atas turtutanya.
Sebaliknya, apabila termohon sudah memberikan jawaban
atas tuntutan dari pemohon, pemohon tidak dapat lagi
mencabut tuntutannya.

g. Pemohon hanya dapat mengubah atau menrambah surat
tuntutannya apabila penanbahan atau perubahan tuntutan
tersebut mendapat persetujuan dari termohon dan hanya
merupakan hal yang bersifat fakta bukan hal-hai yang
menjadi dasar dari permohonan.

h. Apabila pihak termohon tidak datang pada sidang arbitrase,
termohon akan dipanggil sekali lagi. Konsekuensi atas iidak
hadirnya termohon pada sidang arbitrase adalah ditundanya
sidang tersebtut, tetapi setelah dipanggil secara patut dan tetap
saja tidak datang maka sidang diteruskan dan akibatnya
tuntutan pemohor arbitrase akan dikabulkan.

i. Apabila pemohon yang tidak hadir pada hari pertama sidang,
maka permohonan arbitrase dinyatakan gugir dan sidang
arbitrase dinyatakan sclesai.

j- Apabila para pihak semuanya hadir, arbiter atav majelis

arbiter mengusahakan perdamaian para pihak dahulu, jika

berhasil damai maka dibuat akta perdamaian.

Sebaliknya apabiia tidak tercapai perdamaian, maka arbiter

atau majelis arbitrase akan memeriksa pokok sengketa yang

terjadi diantara para pihak.
I. Saksi dan Saksi Ahli.
m. Mendaftarkan putusan tersebut kepada Pengadilan Negri.

2. Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase yaitu
bersifat mandiri, final dan mengika: (putusan tetap) sehingga ketua
pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau
pertimbangan dari putusan Arbitrase nasional tersebut pasal 62 ayat
(4) Undang-Undang Abitrase dan Alternatif Penyclesaian Sengketa.

o
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses penyelesaian sengketa yang sudah lama dikenal sejak lama
adalah melalaui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cendrung
menghasilkan masalah baru karena sitatnya yang win-lose, tidak responsif,
time consuming proses berpekaranya, dan terbuka untuk umum. Seiring
dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar
pengadilan nun ikut berkembang.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk
umuir (close door session) dan Kerahasiaaan para pihok terjamin
(confidentiality), proses beracara lebih cepat dan efesien. Proses
penyelesaian sengketa di fuar pengadilan ini menghindari kelambatan yang
diakibatkan prosedural dan admitratif sebagaimana beracara di pengadilan
umum win-win sulution. Penyelesaian sengketa di luar pengadialan ini
dinamakan APS (aliernatif penyelesaian sengketa).

S¢jarah  munculaya alternatif penyelesain  sengketa di  luar
pengadilan di mulai pada tahun 1976 ketika ketua mahkamah Agung
Amerika Serikat Warren Burger mempeicpori ide ini pada suatu konferensi
di Saint Paul, Minnesota Amerika serikat, Hal ini di latar belakangi oleh

berbagai faktor gerakan reformasi pada awal tahun 1970, dimana saat itu



banyak pengamat dalam bidang hukum dan masyarakat akademisi mulai
merasakan adanya keperhatian yang serius mengenai efck negatif yang
semakin meningkat dari litigasi di pengadilan. Akhirnya American Bar
Assosiation (ABA) mercalisasikan rencana itu dan selanjutnya
menambahkan komite APS pada organisasi mereka diikuti dengan

masuknya kurikulum APS pada sekolah hukum di Amerika Serikat dan

juga pada sekolah ekonomi.

APS pertama kali berkembang di negara Amerika Serikat, di mana
saat itu APS berkembang karena dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut
1. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang
diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali
berkeranjangan, sehingga mcmakai biaya yang tinggi dan sering
memberikan hasil yang kurang memuaskan.
2. Meningkatkan ketertiban masyarkat dalam proses penyelesaian
sengketa.
Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan
4. Memberikan kesempatan bagi terciptanya penyelesaian sengketa
yang menghasilkan lchutu:san yang dapat diterima oleh semua
pihak dan memuaskan.'

(9%

Sebenarnya jiwa dari alternatif pcnyelesaian sengkata itu sudah ada
dari nenek moyang bangsa indonesia. Hal itu sebagaimana terlihat ternyata
dalam budaya musyawarah unuk mencapai mufakat yang inasih sangat
terlihat di masyarakat pedesaan di indonesia, dimana keiika ada scngketa di
aniara mercka, cendrung masyvarakat tidak memebawa permaslahan tersebut

ke pengadilan, namun diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila sengketa

" Frans Hendra Winarta, 2012, Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia,
Sinar Grafika, Jakarta, hlm 10.



tersebut tidak dapat diselesaikan antara para pihak yang bersengketa, maka
mereka akan membawa sengketa mereka tersebut ke hadapan kepala desa.
Dengan semangat “musyawarah untuk mencapai mufakat™ yang
sudah mengakar dalam jiwa bangsa indonesia APS mempunyai potensi
vang sangat besar untuk pentingnya peran APS dalam menyelesaikan
sengketa semakin besar dengan diundangkanya UU No. 30 tahun 1999.
Nilai kooperatif dan kompromi dalam penyelesaian sengketa
muncul di mana saja di indonesia. Pada masyarakat Batak yang relatif
memeiliki nilai /itigious indoniesia masih mengadalkan forum runggun adat,
yang intinya penyelesaian sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan.

Sclain dari pada budaya APS yang memang sudah melekat dalam
masyarakat Indonesia, APS juga mempunyai potensi yang besar uniuk
berkembang di Indonesia karena alasan-alasan scbagai berikut.

1. Faktor e¢konomis: APS 1neruliki potensi sebagar sarana
penyclesaian sengketa yang lebih ekonomis. baik dai sudui pandang
biaya maupu waktu.

2. Faktor ruang lingkup yang dibahas: APS memiiiki kemainpuan
uniuk membahas agenda permasalaban secara lebih luas,
komprehensif, dan fleksibel. Hal ini dapat terjadi karera aturan
main dikembangkan dan ditentukan oieh para pihak yang
bersengeta sesuai dengan Kepentingan dan kebutuanya. APS
Memiliki potensi untuk menyelesaikan korilik- konflik yang sangat
rumit (polycertris) yang disebabkan oleh substansi kasus yang
sangat sarat dengan persoalan-persoalan ilmiah.

3. Faktor pembinaan hubungan baik: APS yang mengadalkan cara-
cara penyelesaian sengketa kooperatif sangat cocok bagi mereka
yang menekankan pentingnya pembinaan hubungan baik antara
manusia yang telah berlangsung maupun yang akan datang.”

Y Ibid., hlm.11.



Dunia bisnis dalam menjalankan profesinya ingin agar segala
sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan
Namun, dalam kenyataannya ada kalanya apa yang telah disetujui oleh
kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak
mempunyai penafsiran yang berbeda dengan apa yang telah disetujui dalam
kontrak, sehingga hal ini dapat menimbulkan perselisihan atau sengketa.
Selanjutnya setiap sengketa yang terjadi pada umumnya akan diusahakan
agar dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan
bersama. Namun tak sedikit pula harus menyelesaikan sengketa itu melalui
jalur hukum baik melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan.

Pengadilan sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang
paiing dikenal, beleh dikatakan akan selalu berusaha untuk dihindari oleh
banyak pihak. Hal ini dikaienakai proses dan jangka wakt: yang relaiif
lama dan berlarut- larut karena ada beberapa tingkatan dalam hierarkhi
pengadilan yang harus dilalvi. Selain itu juga dikarcnakan identitas para
pihak yang bersengketa akan diketahui oleh masyarakat, sebab prinsip
sidang vang dilakukan oleh lembaga peradiian adaizh pada asasnya terbuka
untuk umumn.

Tentunya bagi pihak yang sudah mempunyai nama di kalangan
dunia bisnis kurang begitu suka identitasnya dipublikasikan lewat kasus di
pengadilan, karena khawatir kebonafiditasnya yang terjamin selama ini

akan luntur khususnya di kalangan rekan-rekan bisnisnya, di samping itu



juga karena peradilan yang ada di Indonesia saat ini dianggap kurang dapai
memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Dunia usaha sering kali juga secara langsung atau tidak langsung
merasa terpukul oleh system dan cara kerja peradilan yang dianggap kurang
tanggap terhadap kebutuhan ekonomi dunia usaha Sehubungan dengan itu
masyarakat mencari cara dan sistem penyelesaian sengketa yang cepat,
efektif dan efisien yang dapat menyecsuaikan diri dengan laju perkembangan
nerekonomian dan perdagangan di masa datang. Banyak kalangan yang
mencari cara lain atau institusi lain dalam menyelesaikan sengketa di luar
badan peradilan. Model penyclesaian sengketa di luar pengadilan inilah
yang menjadi alternatif daiam penyelesaian sengketa, model ini cukup
popular di Amerika Serikat dan Eropa yang dikenal dengan nama ADR
(Alternative Dispute Resolution) yang diantaranya meliput: negosiasi,
mediasi, dan arbitrase.”)

Masalah yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah
bagimana Alfernatif Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan melaiui
Arbitrase dan bagaimana kekuatan hukum penyelesaian sengketa di luar
pengadilan melalui Arbitrase. Pemanfaatan APS, baik di luar maupun di
dalain negeri telah menimbulkan suatu kesan bahwa ada suatu kelompok
atau aliran pemikiran yang mengarah peda perkembangan proses APS dan
di pandang sebagai cangkupan berbagai usaha yang di tarik dari berbagai
stmber vang berbeda dan masing-masing memiliki filsafal: budaya. dan
cara penerapan kasuvs. Kini, dengan diberiakukanya UU No. 30 tahun 1999,
pelaku bisnis menyadari bahwa putusan menang dan kalah melalui jalur
litigasi belum tentu menjadi solusi yang terbaik, dan putusan yang demikian

membuat tujuan-tujuan umum dari business yang mereka lakukan tersebut

? Http //Www.Google.co.id/Makalah+Tentang+Arbitrase, (Akses Pada 23 September,
2014).
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tidak tercapai. Solusi litigasi melalui pengadiian ncgeri yang memenangkan
salah satu pihak dan mengalahkan pihak lainya, ini dapat dikatzkan sebagai
suatu penyelesaian sengketa yang dapat membawa efek negatif atas
perkembangan businees seorang pelaku bisnis.

Dalam APS dimungkinkan untuk dilaksanakannya suatu
penyelesaian sengketa secara informal, sukarela dengan kerja sama
langsung antara kedua belah pihak yang bersengketa, dan dapat tercapainya
kebutuhan maupun kepentingan dari para pihak yang bersengketa. Alhasil,
banyak dari para pelaku bisnis tersebut ingin agar sengketa-sengketa
keperdataan yang timbul diantara mereka diselesaikan dengan hasil win-win
solution. Disinilah APS timbul untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan para
pelaku bisnis tersebut. Namun dalam perkembanganya APS tidak hanya
digunakan oleh para pelaku bisnis, melainkan APS kini telah digunakan
secara umum dalam upaya menjawab perselisihan-perselisihan yang terjadi
di dalam masyarakat, seperti konflik horizontal antara kelompck
masyarakat.

Mengingat bunyaknya para pelaku bisnis yang menggunakan ADR
dalam iuenyelesaikan masalah keperdataan, dan berdasarakan hal tersebut
di atas penulis memilih judul skripsi : PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI ARBITRASE DI TINJAU DARI UU NO. 30 TAHUN 1692

TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN

SENGKETA.



B. Permasaiahan

Permasalahan yang dibahas penulis dalain skripsi ini adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimanakah proses sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan
melalui Arbitrase ?
2. Bagaimanakah kekuatan Hukum penyelesaian sengketa meialui

Arbitrase ?

C. Ruvang Lingkup Dan Tujuan

Berdasarakan permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam
skripsi ini maka untuk menghindari penyimpangan pembahasan, penulis
perltu membatasi ruang lingkup pembahasanya pada upaya penyelesaian
sengketa di Inar pengadiian.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui
dengan jelas hal-hal sebagai berikut:

1. Kriteria sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melalui

Arbiirase.

2. Kekuatan Hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan inelalui

Arbitrase.

Sesuai dengan maksud dan tujuan maka kegunaan pembuatan
skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat

mengenai upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Arbitrase



dan menjadi masukan bagi perkembangan hukum secera umum dan

khususnya dalam tidang hukum perdata.

D. Metode Penilitian

Sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka dalam penulisan
skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang
bersifat yuridis normatif, pada penelitiaan hukum normatif bahan
kepustakaan merupakan data dasar yang dalam penelitian ini digolongkan
sebagai data skunder, sedangkan yuridis normatif artinya penelitian yang
mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta yang beriaku dan
mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dalum
masyarakat.

Bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan
pustaka yang meliputi :

. Bahan primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan
terdiri dari norma-norma dasar, peraturan dasar, peraturan
perundang-undangan, hukum adat, yurisprudensi dan traktat yang
berkaitan dengan pcrmasalahan yang diteliti, dimana dalam
penclitian, kali ini penuiis menggunakan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif

penyelesaian sengketa.



2. Bahan hukum yaitu bahan-bahan hukum yang isinya menjelaskan

mengenai bahwa hukum primer, berupa literatur-literatur, buku,

majalah, artikel, internet, tesis, disertai dan makalah dalam seminar

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang

menjelaskan bahan-bahan hkukum primer maupun skunder yang

dalam hal akan digunakan kamus ensiklopedi hukum yang juga

diangap relevan dengan penelitian ini.

E. Sistematika Penulisan

Dalam hal ini pembahasan atau penulis membuat suatu sistematika

dengan maksud untuk mempermudah penulisan yaitu dengan membagi

empat bab diinana masing-masing berupa b2b yang merupakan pembahasan

dari bab tersebut.

BABI :

BABII :

PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan megenai latar belakang, permasalahan,
ruang lingkup pembahasan, tujuan penulis, metode penelitian,
dan sistematika penulis.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian bab ini akan menjelaskan tentang, pergertian
arbitrase, ruang iingkup arbitrase, pengertian arbiter,

pengertian penyelesesaian sengketa di luar pengadilan,
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pengertian alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan
dan kekuatan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan

melalui arbitrase.

PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menyajikan pembahasan yang

sistematika yang dituangkan secara berurutan sesuai dengan

urutan permasalahar dan pembahasan yaitu:

A. Kriteria scngketa yang diselesaikan di luar pengadilan
melalui Arbitrase.

B. Kekuatan hukum penyelesaian sengketa di luar
pengadilan melalui Arbitrase.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab 1ni berisikan penutup, yang akan menguraikan

kesimpulan dan saran



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Arbitrase
1. Pengertian Arbiirase

Untuk mengetahui lebih jelas apa yang dimaksud dengan
penyelesaian sengketa di luar pengadilan maka akan terlebih dahulu di
kemukakan pengertian arbitrase. Perkataan arbitrase berasal dari bahasa
latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut
kebiiaksanaan. Dihubungkan dengan kebijaksanaan itu dapat menimbulkan
pengertian tentang arbitrase karena dapat menimbulkan kecan seolah-olah
seorang arbitrase atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan
sengketa dengan tidak mengindahkan norma-norma hokum lagi dan
menyadarkan pernutusan sengketa tersebut hanya kepada kebijaksanaan
saja.

Undang-undang arbitrase juga membeikan batasan secara otentik
Pasal 1 angka 1 mengartikan yang dimaksud dengan arbitrase adalah:“cara
penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang di
dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oieh para
pihak yang bersengketa.”

Sementara itu menurut R, Subekti mengartikan : “arbitrase adalah

penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang  hakim atau para
hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau

11
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menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka

pilih atau tunjuk tersebut™.”

Menurut peraturan prosedur badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI) arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang timbul dalam
hubungan perdagangan, industri, keuangan jasa adalah serta memberikan
suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu
persoalan berkenaan dengan pcrianjian (pasal 1 AD BANI).

Berdasarkan pengertian arbitrase diatas menunjukan vrnsur-unsur
yang sama yaitu :

1. Adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-
sengketa baik yang akan terjadi, kepada seorang atau beberapa
orang pihak ke-3 di luar peradilan umum untuk diputuskan.

2. Penyelesaian sengketa yang dapat disclesaikan adalah sengketa
vaing dapat diselesaikan adalah sengketa yang menyvangkut hak
pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya disini dalam
barang perdagangan industri dan keuangan. A

3. Putusan tersebut akan menjadi putusan akhir dan mengikat.”
Menurut hvkum dianggap waiar apabila orang-orang atau pihak

yang terlibat dalam suatu sengketa mengadakan suatu persetujuan bahwa
mereka menunjuk seorang pihak ketiga yang berwenang untuk memutuckan
sengketa itu, sedangkat mereka berjanji untuk tunduk kepada putusan yang
diberikan oleh pihak tersebut bila kemudian laii salah satu pikak tidak
menaati keputusan yang teiah diambil oleh orang yang mereka berikan

wewenang untuk memutuskan sengketa itu maka pihak tersebut melanggar

perjanjian dan hakim baru menyediakan upaya-upaya untuk memaksa pihak

*)Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian sengketa di Luar pengadilan, PT Citra
Aditya Bakti Bandung, hlm 110.
) Hitp // Www . google.co.id/ Pengertian+arbitrase,(Akses pada 29 Oktober, 2014)


http://Www.google.co.id/

13

yang melanggar perjanjian itu agar mentaatinya, dengan sendirinya apa
yang diserahkan kepada arbitrase atau wasit untuk memutuskan perkara itu
haruslah hal-hal yang berbeda dalam kekuasaan bebas para pihak.

Dengan maraknya kegiatan bisnis, tidak mungkin dihindari
terjadinya sengketa (dispute/difference) antara pihak yang terlibat dimana
proses penyelesaian ini melalui proses peradilan (litigasi). Proses ini
membutuhkan waktu yang lama, namun alasan yang sering mengemukakan
dipilihnya penyelesaian alternatif, yaitu karena ingin mamangkas birokirasi
perkara, biaya dan waktu sehingga relati lebih cepat dengan biaya relatir
ringan, lebih dar menjaga harmoni sosial (social harmory) dengan
mengembangka budaya musyawarah dan budaya melalui jalan tersebut
dikarapkan tidak terjadi prinsip lose-wir teiapi win-win, para pihak merasa
senang.

Di indonesia, Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadialan
mempunyai daya tarik khusus karena keserasiannya dengan sistem sosial
budaya tradisional berdasarkan musyawarah inufakat beberapa hal di bawah
ini merupakan keuntungan yang sering muncul dalam alternatif
penyelesaian sengketa yaitu :

i. Sifat kesukarelaan dalam proses
2. Prosedur yang cepat meliputi :
Keputusan non yudisial.
Kontrol ientang kebutuhan organisasi.
Frosedur rahasia (confidential).
rleksibelitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian
masalah.
Hemat biaya.
Pemeliharaan hubungan
Tingginya kemungkinan untuk meiaksanakan kesepakatan
Kontrol lebih mudah memperlihatkan hasil

oo

SRR
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i. Keputusan bertahan sepanjang waktu®

2. Ruang Lingkup Arbitrase

Menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase
pasal 5 ayat (1) sengketa vang disengketa yang diselesaikan dalam
menggunaka arbitrase hanyalah sengketa dibidang perdagangan dan
mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan
yarg dikuasai sepenuhnya oleh pthak yang bersengketa. Adapun kegiatan
dalam bidang perdagangan itu antara lain : perniagaan, perbankan,
keuangan, industri dan hak milik intelktual, sementara itu pasal 5 ayat (2)
undang-undang arbitrase iemberikan perumusan negatif bahwa sengketa-
sengkeia yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrasc adalah
sengketa yang menurut peratnran perundang-undangan tidak dapat diadakan
perdamaian sebagaimana diatur dalam KUHPerdata buku ke III bab
kedelapan belas pasal 1851-1854.

Dalam hal ini ruang lingkup arbitrase meliputi syarat- syarat
arbitrase didalam pasal & undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang
arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum, telah disebutkan
Syarat-syarat arbitrase sebagai berikut:

I. Dalam hal ini timbui sengketa pemohon harus memberitahukan

dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau

® Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika,
Jakarta, him 184.
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dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitarse
yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.

.

2. Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana
dimaksud ayat (1) memuat dengan jelas :

a. Nama dan alamat para pihak.

b. Penunjukan perjanjian arbitare yang berlaku.

¢. Ferjanjian atau masalah yang menjadi sengketa.

d. Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut apabila ada.

e. Cara menyeksara yang dikehendaki dan,

f. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter
tidak pernah diadakan perianjian seimacam ini, pemohon dapat
mengajukan usul dengan jumlah arbiter yang dikehendaki
dalam jumlah ganjil.

Berdasarkan pasal 8 tersebut berarti para pinak vang mengadakan
perjanjian, yang dimana dzlam surat perianjian, klavsula para pihak sepakat
apabila terjadi sengketa dibelakang hari akan menggunakan lembaga badan
arbitrrase, para pihak dapat meyepakati penunjukan badan kuasa arbitase
institusional atau acbitrase ad hoc. Serta dapat menentukan kesepakatan
arbiter yang akan berfungsi menyelesaikan sengketa adalah arbiter tunggal
atau yang bersifat majelis yang terdiri dari 3 orang.

Akad kompromis harus memuat uraian tentang masalah yang

diperselisihkan nama dan alamat para juru pisah yang ditunjuk oleh arbiter



16

atau majelis arbitarase akan mengabil keputusan, nama lengkap scketraris
jangaka waktu penyelesaian sengketa, peryataan kesediaan dipthak yang
bersengketa melalui arbitarse, juru pisah ini lazimnya diambil dari kalangan

profesi sehingga terjamin kemampuanya.

3. Pengertian Arbiter

Setelah kita mengetahui ruang lingkup arbitrase tiba saatnya kita
membicarakan tentang arbiter yang akan duduk dan berfungsi
melaksanakan jasa dan pelayanan arbitrase. Jika arbitrase merupakan
“wadah”. arbiter atau arbitrator adalah “orang” (person) yang ditunjuk dan
diangkat melaksanakan fungsi dan kewenagan arbitrase. Dengan demikian,
pembicaraan mengenai sistem arbiter dalam arbitrase menyangukut
permasalahan vang berkenaan dengan jumlah arbiter, cara nenunjukan atau
pengangkatan arbiter serta campur tangan pengadilan dalam pcngangkatan
arbiter.

Pada prinsipnya siapa saja dapat menjadi arbiter asal mempunyai
kcahlian yang diharapkan untuk menyelesaikan sengketa yang sedang
terjadi. Seorang arbiter bisa scorang ahli hukum bisa juga ahli dalam bidang
tertentu dan terdiri atas tiga atau lebih arbiter.

Dahuju seorang wanita dilarang menjadi seorang arbiter
berdasarkan isi pasal 617 ayat (2) Rv dilarang untuk menjadi seorang

arbiter atau wasit, tetapi kini wanita tidak dilarang menjadi seorang arbiter,
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asalkan memenuhi persyaratan: yang ditentukan oleh undang-undang nomor
30 tahun 1999 pasal (12) vang mengatur persyaratan arbiter. Orang yang
dapat ditunjuk menjadi seorang arbiter harus memenuhi syarat :
1. Cakap melakukan tindakan hukum.
2. Berumur paling rendah 35 tahun.
3. Tidak mempunya hubungan sedarah atau semenda sarmipai dengan
derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.

Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas

putusan arbitrase.

4. Memiiliki pengalaman serta menguasai secara aktif dibidangnya
paling sedikit 15 (lima belas) tahun.

Prosednr pengangkatan arbiter melalui Pactum e Compromitendo
penunjukan dengan cara ini adalali penunjukan vang tata caranya telah
ditentukan dalam kontrak sebelum sengketa terjadi, penentuan tata cara
penunjukan arbiter ini dengan menepatkan klausua khusus dalam kontarak
bisnisnya. Penunjukan dengan akta kocinpromis adalah penentuan tata cara
penunjukan yang dibuai setclah sengketa teriadi atau dapat juga terjadi
penunjukan arbiter setelah beijalan kontarak bisnis. tctapi sebelum
timbulnya sengketa.Penunjukan langsung oleh para pihak setelah terjadi
sengketa para pihak masih diberikan kesempatan untuk langsung menunjuk

sendiri apa arbiter baik tunggal maupun majelis, kelemahan cara ini adalah
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para pihak sudah tidak kooperatif lagi, karena sengketa telah terjadi,
sehingga kesepakatan keendak dalam memilih arbiter sulit tercapai.

Penunjukan oleh hakim dapat juga menunjuk para arbiter dalam
hal-hal sebagai berikut :

1. Jika para pihak tunduk dalam suatu peraturan arbitrase dari
lembaga arbitrase tertentu, dimana peraturan peraturan tersebur
masyarakat penunjukan oleh hakim

2. Jika para pihak tidak berhasil memilih arbiternya, maka undang-
undang nomor 30 tahun 1999 memberikan wewenang tersebut
kepada hakim

3. Penunjukan oleh lembaga arbitarase apabila arbiter dipilih oleh
lembaga arbitrase, maka dalam memilih arbiter mempertimbangkan
hal sebagai berikut :

Sifat dan hakekat dari sengketa

Ketersediaan arbiter

I[dentitas para pihak

Idependesi arbiter

Syarat pengangkatan dalam kontrak arbitrase
Saran-saran yang diberikan oleh para pihak.”

MmO Roe o

B. Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa
1. Pengertian Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Selain dari litigasi di pengadilan mekanisme ini dilandasi oleh
prinsip “pemecahan” masalah dengan bekeria sama yang disertai dengan
itikad baik dengan bekerja sama yang disertai decngan itikad baik oleh kedua
belah pihak. Bagi orang awam penyelesaian sengketa di luar pengadilan
menimbuikan kerancuan, scolah-olah mekanisme ini dapat menggantikan
proses litigasi di pengadilan. Oleh karena itu perlu dipahami terlebih dahulu

bahwa penyelesaian sengketa adalah mekanisme yang berdampingan

' Mardiani, 2010, Hukum Acara Perdata Peradilan A gama dan Mahkamah Syar 'iyah,
Sinar Grafika, Jakarta, hlm 71.
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dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan. Meskipun
penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak diangap sebagai pengganti
dari mekanisme penyelesaian sengketa melalui litgasi di pengadilan, namun
penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan jawaban dari praktisi-
praktisi hukum yang mempunyai pandangan kritis dari sistcm peradilan
niisalnya lamanya suatu proses litigasi di pengadilan untuk mencapai status
final dan mengikat.

Penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa di iuar pengadilan
suatu hal yang di butuhkan cleh masyrakat indonesia, hal ini diperlukan
masyarakat khususnya. Dalain praktinya penyelesaian sengketa melalui
proses litigasi di pengadiian sering kali dijadikar oleh para pihak yang
bersengketa dikarenakan berbagai faktor, yang diantaranva adalah para
pihak yng bersengketa biasanya tidak berorientasi pada pemecahan masa'ah
yang mengedepankan win-win solution melainkan lebih kepada pencarian
putusan menang Kalah.

Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi di
pengadilan, dalani penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak ada pihak
ketiga yang menggambil Keputusan. Mamun demikian, apabila dalam
pelaksanaan penyeiesaian sengketa tersebut melibatkan pihak ketiga, maka

peranya adaiah hanya dalain rangaka mengusahakan agar para pihak
mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang ada.”

%) Ibid. hlm 219.
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2. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa

Ditahun 1999. Peinerintah Negara Rebubl'k Indonesia di bawah
pemerintah presiden BJ Habibie telah mengundangkan undang-undang
nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian. Undang-undang
tersebut memang ditunjukan untuk mengatur penyelesaian sengketa di luar
forum pengadilan, dengan memberikan kermungkinan dan hak bagi para
pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persengketaan atau
perselisihan atau perbedaan pendapat di antara para pihak, dalam forum
vang lebih sesuai dengan maksud para pihak. Suatu forum yang diharapkan
dapat mengakemodir kepentingan para pihak yang bersengketa.

Jika baca rumusan undang-undang nomor 30 tahun 1999
sebagaimana judulnya yang lebih menekankan pada arbitrase, akan dapat
dilibat bahwa pada dasarnya undang-undang nornor 30 tahun 1999 Jebih
banyak mengatur ketentuan arbitrase, mulai dari tata cara, prosedur,
kelembagaan, jenis jenis, maupun puiusar dan pelaksanaan putasan
arbifrase itu sendiri. Keientuan mengenai alternatif penyelesaian sengketa
selain arbitrasc itu sendiri hanya diatur dalam sain pasal yaitu pasal 6, yang
nota bene tidak memberikan banyak arti bagi prantara alternatif
penyelesaian sengketa itu sendiri.

Prantara penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada dasarnya
merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang
didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Sebagai

konsekuensi dari kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut,
alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat
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dipaksa oleh salah satu nihak kepada pihak lainya yang bersengketa. Walau
demikian, sebagai salah satu bentuk perjanjian (alternatif penyelesaian
sengketa), kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk
menyelesaikan sengketa melalui forum di luar pengadilan harus ditaati oleh
para pihak. ?

Menurut ketentuan undang-undang nomor 30 tahun 1999 pasal (1)
avat (10) alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak,
yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

a. Konsultasi tidak ada suatu rumusan ataupun penjelesan yang
diberikan dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 mengenai
makna atau arti dari konsultasi. Pada prinsipnya konsultasi
merupakan suatu tindakan yang bersifat personai antara suatu pibhak
tertentu, yang disebui dengan klien dengan pihak lain yang
merupakan konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien
untuk memenuhi keperlvan dan kebutihan kliennya tersebut.
Didalam Kkonsultasi, klien bebas untuk menentukan sendiri
keputusan yang akan ia ambil uniik kepentinganya sendiri, walau
demikian iidak menutup kemunrkinan klien akan dapat

mempergunakan pendapat yang disampaikan oleh pihak konsultan

tersebut.

? Gunawan Widjaja, 2002, Alternatif Penyelesaian sengketa, PT Sinar Raja Grafido
Persada, Jakarta, him 20.
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b. Negosiasi, berasal dari kata negotiaiior, yang berarti perundingan,
sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut negosiator
negotiator. Negosiasi merupakan proses penyelesaian sengketa

yang paling umum.

Bernegosiasi sudah menjadi bagian dari aktivitas kehidupan
manusia dalam kehidupan sehari-hari, tawar-menawar harga, gaji, dan lain
sebagainya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan adu argumentasi diantara
kedua belah pihak yang berbeda kepentingan atas persoalan yang sama.
Secara umum, negosiasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian
sengketa para pihak tanpa melalui dasar keijasama yang harmonis dan
kreatif. Di dalam proses negosiasi para pihak yang bersengketa akan

berhadapan secara langsung dan mendiskusikan permasalahan yang mereka

hadapi.

Secara sederhana, definsi dari negosiasi adalah suaiu proses tawar-
menawar atzu upaya uniuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain
melalui proses interaksi. kemunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk
mendapatkan penyelesaianatau jalan keluar atas suatu masalah yang sdang
berlangsung. Dengan demikian, negosiasi merupakan suatu pilihan upaya
alternatit’ penyelesaian sengketa yang dilaksanakan secara mandiri melalui
proses inteiaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan uniuk
mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas persengketaan perdata
vang sedang berlangsung. Negcsiasi merupakan komunikesi yang didesain
untuk mencapai suatu kesepakatan pada saat kedua belah pihak mempunyai
kepentingan yang sama atau berbeda. Rerbeda dengan mediasi komunikasi
vang dilaksanakan dalam proses negosiasi tersebut dibangun oleh para
nihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Kualitas dari
sebuah negosiasi bertanggung pada negosiator yang melakukanya. '

') Gatot Soemartono, 2006, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, PT Gramedia Pustaka
Utama , Jakarta, hlm 18.
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Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan negosiator adalah pihak
itu sendiri ataupun penerima kuasa yang mewakili pihak yang bernegosiasi.
Penerima kuasa yang dimaksud disini misalnya advokat. Seorang advokat
dituntut untuk mewakili kemampuan bernegosiasi yang kuat dalam
menialankan tugas profesionalnya, seorang advokat sering kali ditugaskan
oleh klienya untuk bertindak mewakili dirinya dalam suatu perundingan
kerja sama bisnis atau penyelesaian sengketa, di mana dalam perundingan
tersebut seorang advokat diharapkan dapat memberikan argumentasi yang
jelas, sistematis, dan berdasar. Hasil akhir proses negosiasi dituangkan hasil
kesepakatan tersebut kedalam suatu perjanjian dalam bentuk tertulis untuk
dilaksanakan oleh para pihak. Menunda pelaksanaan hasil kesepakatan bisa
mengakibaikan perubahan persepsi para pihak yang terlibat, yang dapat
menghancurkan kesepakatan yang telah dicapai daiam negosiasi.

Namun demikian, dalam hal tercapai kesepakatan, maka seperti
mediasi, merujuk pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) undang-undang nomor 3¢
tahun 1999, kescpakatan yang telah diraih dan dibuat dalam bentuk tertuiis
mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik (te goede
trouw) dan harus didatarkan ke pengadilan negri paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak penandatangan.'”

Pelaksanaan kesepakatan dalam alternatif penyelesaian sengketa
tersebut wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluk) hari setelah

didaftarkannya kesepakatan ke pengadilan negeri. Mediasi biasanya

dilakukan dalam perkara yang tidak terlalu rumit, salah saw hal yang

") Fuady dan Munir, 2000 Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis,
Citra Aditya Bakti, Bandung, him 14.
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penting dalam bernegosiasi adalah suatu itikad baik dari para pihak untuk
bersama-sama duduk dan menyelesaikan masalah. Dalam bal kenercayaan
maupun keinginan untuk mendapatkan suatu kesepakatan diantara para
pihak telah luntur, maka negosiasi akan menadi suatu upaya yang sia-sia.
Namun demikian, jika para pihak dapat duduk bersama-sama dengan itikad
baik dan niat untuk mencari suatu kesepakatan, maka negosiasi akan
menjadi suatu meode alternatif penyelesaian sengketa yang sangat tepat,
sederhana, dan menguntungkan kedua belah pihah (win- win sulition).

c. Mediasi, adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif
dimana pihak ketiga yang dimintakan bantuanya untuk membantu
proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak
berhak atau berwenag untuk memberikan suatu masukan, terlebih
lagi unwk memutuskan perselisihan yang terjadi. Jadi dalam
mediasi, mediator hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari
para pthak bersengketa.

Perantara yang demikian kadangkala memang diperlukan, baik
dalam bhal pihak yang bersengketa tidak mungkin untuk bertemu sendiri
karena berbagai faktor yang berada di luar kemampuan mereka, ataupun
karena kedua belah pihak memang tidak mau bertemu satu dengan yang
lainya, meskipun mereka dapat bertemu, jika memang dikehendaki.

Proses mediasi selalu ditengahi oleh seseorang atau lebih meditor

yang dipilih oleh para pikak yang bersengketa. Pemilihan mediator harus
dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini dikerenakan
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seseorang mediator sebagai penegah memang sangat pentir;g dalam
y v 5. e F 12V
kemaiuan penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak. ~

Dalam proses mediasi, secrang mediator memiliki peran sebagai
pihak yang mengawasi jalanya mediasi seperti mengatur perundingan,
menyelengarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah,
merumuskan kesepakan dalam para pihak, serta membantu para pihak
untuk menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu petarungan untuk
dimeragkan, fetapi sengketa tersebut harus diselesaikan. Berbeda dengan
arbitrase maupun litigasi yang memiliki produk hukum putusan yang
mengikat dan berkekuatan eksekutoriai, produk hukum dari suatu proses
mediasi adalah kesepakatan para pihak yang berbentuk perjanjian.

Perianjian yang menjadi produk dari mediasi tersebut tidak memiliki
kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan. Hal ini terkadang
menyebabkan susahnya dilakukan pencgakan atas isi dari apa yang telah
disepakati olehi para pihak dalam proses mediasi. Dalam hal im tercapainya
kesepakatan, maka merunjuk pada pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) undang-
undang nomor 30 tahur 1999, kesepakzatan yang telah di raih dan dibuat
dalam bentuk tertulis mengikat para pihak untuk dilaksanakanya dengan
itikad baik (7e goede trouw).

d. Konsiliasi, adalah suatu proses penyelesaian sengketa alternatif

yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak

12 1bid, him 89.



26

ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah

seseorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan

kehandalanya.

Kosiliator dalam proses konsiliasi ini, memiliki peran yang cukup
berarti, oleh karena itu kosiliator berkewajiban uniuk menyampaikan
pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang
dihadapi, alternatif cara penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana
cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para
nihak, serta akibat hukumnya. '

Meskipun konsiliator memiliki hak dan wewenang untuk
menyampaikan pendapatnya secara terbuka dan tidak memihak kepada
salah satu pihak yang bersengketa, konsiliator tidak berhak uniuk membuat
keputusan putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi
dalam hal inipun sebenarnya kosiliator pasif terhadap putusan yang akan
diambil aiau hasil aknir proses konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh
pihak dalam sengketa yang diuntungkan dalam bentuk kesepakatan diantara
mereka.

e. Keterangan ahli adalah pendapat para ahli uutuk snatu hal yang
bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahlianva.
3. Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Kekuatan hukum pcnyelesaian sengketa di luar pengdilan diatur

dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999, pada dasarnya keputusan

& Priyatna Abdurrasyid, 2003, Arbitration, Badan Arbitrase Nasional Indonesia,
Prenada Media. Jakarta, him 113
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penyelesaian sengketa di iuar pengadilan harus dilaksanakan oleh para
nihak secara sukarela. Jika para pihak tidak bersediah memcnuhi
pelaksanaan putusan arbitrase yang telah diputuskan oleh arbiter secara
sukarela, maka keputusan tersebut dapat dilakukan secra paksa. Supaya
putusan arbitrase dapat dilaksanakan, putusan tersebut harus dideponir dulu
dalam akta pendaftaran di kepaniteraan pengadilan negeri. Tindakan
dideponir ini dilakukan dengan cara mendaftarkan dan menyerahkan lembar
asli atau salinan asli putusan autentik putusan arbitrase oleh arbiter atau
kuasanya kepada pengadilan negeri. Penyerahan dan pendaftaran yang
dimkasud dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan bersama-
sama pada bagian akhir atau di pinggir putusan olek pengadilan neger: dan
arbiter atau kuasanya yang menyerahkan. Selanjutnya, catatan tersebut
niciijadi dan merupakan akta pendaftaran putusan arbitrase.

Pasal 59 undang-undang nomor 30 tahun 1999 menentukan batas
wzktu penycrahan dan pendaftaran putusan arbitrase fersebut, yaitu
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan
tersebut diucapakan olch arbiter atau majelis arbitrase. Bila tindakan
diponir terhadap putusan arbitrase tidak dipenuhi, maka berakibat putusan
arbitrase nasional yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan., Putusan
arbitase mimiliki kekuatan hukum yang bersifat mandiri, final dan
mengikat, sehingga kewa pengadilan negeri tidak diperkenankan untuk

memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.
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Kewenangan memeriksa yang dipunyai ketua pengadilan negeri,
terbatas pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase yang
dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Pasal 62 ayat (2) undang-
undang nomor 30 tahun 1999 menegaskan bahwa ketua pengadilan negeri
sebelum memeberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu
apakah putusan abitrase memenuhi pasal 4 dan 5, serta tidak bertentangan
dengan kesusilaan dan ketertiban umum.'?

"* ) Rachmadi Usman, 2002, Hukum Arbitrase Nasional, PT Gramedia Widiasrana
Indonesia, Jakarta , him 105.
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PEMBAHASAN

A. Proses Sengketa Yang Diselesaikan Melalui Arbitrase

Interaksi antar manusia yang berlangsung secara terus — menerus
dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga manusia
sebagai makhluk sosial selalu hidup dalam masyarakat. Namun, mengingat
kepentingan manusia sangat banyak dan beragam, di dalam melakukan
interaksi satu sama lain manusia selalu dihadapkan pada potensi — potensi
untuk terjadi sengketa. Hai ini dapat terjadi karena kepentingan imanusia
tidak jarang saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

Sengketa biasanya bermula dari snatu situasi di mana ada pihak
yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Peraszan fidak puas akan muncul ke
permukaan apabila terjadi. Pihak yang merasa dirugikan akan
menyampaikan ketidak puasannya kcpada pihak kedua, apabila pihak kedua
dapat menanggapi dan memuaskan pihak pertama, selesailah konflik
tersebut, sebaliknya jika reaksi pihak kedua menunjukkan perbedaan
pendapat atzu memiliki nilai — nilai yang berbeda, akan terjadilah apa yang
dinamakan sengketa.

Pada tulisan terdahulu, seperti telah disebutkan diatas, telah kita
ketahui bahwa menurut ketentuan pasal 6 ayat (9) undang-undang nomor 30

tahun 1999 dalam hal usaha-usaha penyelesaian sengketa di luar pengadilan

29
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melalui konsultasi. negosiasi, mediasi, konsiliasi, keterangan ahli yang
mengikat maupun perdamaian tidak dapat dicapai, maka para pihak
berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan penyelesaian
sengketa melalui lembaga arbitrase ad-hoc. Ini berarti arbitrase dapat
dikatakan merupakan pranata alternatif penyelesaian sengketa terakhir dan
final bagi para pihak. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan berlaku
untuk sengketa-sengketa di bidang keperdataan yang menyangkut hubungan
hukum antar pihak yang satu dengan pihak yang lain.

Badan arbitrase nasional adaiah badan yang didirikan atas prakarsa
kamar dagang dan industri yang bertujuan memberikan penyelesaian yang
adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai
perscalan-persoalan Objek perianjian arbitrase (kriteria sengketa vang
diselesaikan di luar pengadilar melalui arbitrase) menurut Pasal 5 ayat (1)
Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 (“UU Arbitrase™) hanyalah sengketa
di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurvt hukum

dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang
bersengketa.'”’

Adapun kegiatan dalain bidang perdagangan itu antara lain:
perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modai industri, dan hak milik

intelektual (pasal 66 UUndang-undang Arbitrase).

a. Perniagaan adalah kegiatan pembeiian barang-barang untuk

dijual kembali dalam jumlah besar atau kecil dalam bentuk

'’ Budiman Sinaga, 2005, Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif
seketari,. PT Raja Grafido Persada, Jakarta, hlm 50.
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bahan mentah atau yang sudah diolah atau hanya
menyewakan untuk dipergunakan.

b. Perbankan adalah kegiatan yang menghimpun dana dari
masyarakat dan dikembalikan kepada masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat
dalam bentuk kredit.

c¢. Kevangan adalah Administrasi yang mengurusi keluar
masuknya uang dalam suatu lembaga.

d. Penanaman modal Industri adalah kegiatan yang dilakukan
penanam modal vang berhubungan dcengan keuangan dan
ekonomi dengan harapan untuk mendapatkan keuritungan.

e. Hak milik intelekiual adalah hak untuk menikmati secara
ekonomis hasil dari suatu krativitas intelektnai.

Scmentara itu Pasal 5 (ayat 2) Undang-undang Arbitrase
mcmberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap
tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut
peraturan  perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian
sebagaimana diatur dalam XUH Perdaia Buku III bab kedelapan belas Pasal
1851 s/d1854.

Lembaga arbitrase adalah lembaga yang berfungsi sebagai salah

satu alat untuk dapat menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi diantara
para pihak. Cara kerja arbitrase hampir sama dengan peradilan sehingga



32

masyarakat sering menyebut lembaga arbitrase sebagai pengadilan swasta.
Suatu sengketa yang dapat diajukan ke arbitrase, harms mendapat
kesepakatan ter!ebih dahulu dari masing-masimg pihak. Keharusan adanya
persetujuan dari masing-masing pihak ini diatur dalam Pasal 7 UU No 30
Tahun 1999 bahwa, “Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang

terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui

arbitrase”.'®

Para pihak yang akan menempuh proses arbitrase sebagaimana di

atur dalam Pasal 8 UU No 30 Tahun 1999, yakni sebagai berikut:

1. Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan
dengan surat tercatat, telegram, email atau dengan buku ekspedisi
kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh

pemohon atau termohon berlaku.

2. Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase meinuat yaitu,
a. Nama dan alamat para pihak

b. Penunjukan kepada Kklausula atau perjanjian arbitrase yang
berlaku

c. Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa
d. Dasar tuniutan dan jumlah vang dituntut, zpabila ada.
c. Cuara penyelesaian yang dikehendaki; dan

f. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang yang jumlah
arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganijil.

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua belah pihak atau
lebih dimana satu pihak dalam perjanjian mengikatkan dirinya untuk

') Zaeni Asyhadie, 2009, Hukum Bisnis, Rajawali Pers, Jakarta, him 236.
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melakukan suatu prestasi tehadap pihak lainya. Jika prestasi ditunjukan
hanya pada satu pihak dalam perjanjian saja, maka perjanjian tersebut
dikenal dengan perjanjian sepihak. Sedangkan jika terdapat lebih dari satu
pihak yang berkewajiban untuk melakukan prestasi satu terhadap lainya,
maka disebut perjanjian timbal balik."”

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukanya. Ilmu hukum
mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum
dapat disebut dengan perjaniian yang sah. Keempat unsur tersebut
selanjutnya digolongkan kedalam dua unsur pokok yang menyangkut
subjek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subjektif), dan dua unsur
pokok lainya yang berhubungan langsung dengan objek perjanjian (unsur
objektif).

Unsur subjektif mencangkup kecakspan dari pihak yang
melaksanakan perjanjian, dan adanya kesepakatan secara bebas dari pihak
yang berjanji. Sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan objek yang
diperjanjikan, dan objek terscbut harusiah sesuaiu yang diperkenankan
menurut hukum.'?

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat tersebut
menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam
dengan kebatalan, baik batal dem: hukum (dalam hal tidak terpenuhinya

unsur objektif) maupun dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran

terhadap unsur subjektif)

"7 Ibid. him 239.
'® Gautama Sudargo, 2000, Ancka Hukum Arbitrase Ke Arah Hukum Arbitrase

Indonesia Yang Bena,. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 113.
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Acara pemeriksaan Proses penyelesaian sengketa di lembaga
arbitrase hampir sama dengan preses penyelesaian sengketa Jdi pengadilan
negeri, yaitu adanya prosedur beracara. Namun, proses beracara di lembaga
arbitrase jauh lebih sederhana. Arbitrase adalah pemeriksaan sengketa yang
bersifat tertutup dan hanya dapat dihadiri oleh pihak-pihak yang
bersengketa dan kuasanya. Hal ini lebih menegaskan sifat kerahasiaan

penyelesaian arbitrase. Pemeriksaan perkara secara arbitrase berbeda
dengan acara pemeriksaan pada Pengadilan Negeri.lg)

Perbedaan-perbedaan itu antara lain :

a. Adanya jaminan kerahasiaan sengketa para pihak

b. Dapat terhindar dari keterlambatan yang diakibtakan karena hal
procedural dan administrative

c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya
mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang
cukup mengenai masalah yang disengketakan.

d. Putusar arbiter merupakan putusan yang mengikai para pihak dan
dengan melalui tata cara sederhana saja ataupun prosedur langsung
aapat dilaksanakan

e. Adanya jangka waktu yang pasti yaitu !80 hari (Pasal 48 ayat
(1)).tetapi dapat diperpanjang apabila disepakati oleh para pihak
terlebih dahulu.

Para pibak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas
untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan

sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU No 30

' Abdurr Rasyid dan Priatna, 2002, Arbitrase Dan Aalternatif Penyelesaian sengketa,
Suatu Pengantar, Fikahati Aneska, Jakarta, him 85.
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Tahun 1999. Hal-hal yang dilakukan oleh pemchon dan termohon arbitrase

adalsh :
a. Pemohon membuat surat tuntutan kepada arbiter atau majelis

arbiter
b. Arbiter atau najelis arbiter lalu memberikan salinan atas tuntutan

tersebut kepada termohon.

c. Jawaban termohon yang diterima arbiter atau majelis arbiter
diteruskan kembali kepada pemohon.

d. Arbiter atau majelis arbiter lalu memerintahkan para pihak hadir
pada sidang pertama.

e. Jawaban atas tuntutan yarg diajukan termohon dapat sekaligus
dijadikan tuntutan balasan oleh termohon. Tuntutai: baiasan
tersebut akan diperiksa oleh arbiter atau majelis arbiter bersama-
sama dengan pokok perkara.

f. Pemohon dapat melakukan pencabutan permohonan tersebut
apabila belnm ada jawaban dari iermohcn atas tuntutanya.
Sebaliknya, apabiia termmchon sudah memberikan jawaban atas
tuntutan dari pemohon, pemohon tidak dapat lagi mencabut
tuntutannya.

g. Pemohon hanya dapat mengubah atau menambah surat tuntutannya
apabila penanbahan atau perubahan tuntutan tersebut mcndapat
persetujuan dari termchon dan hanya merupakan hal yang bersifat
fakta bukan ha!-hal yang menjadi dasar dari permohonan.

h. Apabila pihak termohon tidak datang pada sidang arbitrase,
termohon akan dipanggil sekali lagi. Konsekuensi atas tidak
hadirnya termohon pada sidang arbiirase adalah ditundanya sidang

tersebut, tetapi setelah dipanggil secara patut dan tetap saja tidak
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datang miaka sidang diteruskan dan akibatnya tuntutan pemohon
arbitrase akan dikabulkan.

i. Apabila pemohon yang tidak hadir pada hari pertama sidang, maka
permohonan arbitrase dinyatakan gugur dan sicang arbitrase
dinyatakan sclesai.

j. Apabila para pihak semuanya hadir, arbiter atau majelis arbiter
mengusahakan perdamaian para pihak dahuiu, jika berhasii damai

maka dibuat akta perdamaian.

Sebaliknya apabila tidak tercapai perdamaian. maka arbiter atau

p¥

majelis arbitrase akan memeriksa pokok sengketa yang terjadi
diantara para pihak.
1. Szksi dan Saksi Abli.

m. Mendattarkan keputusan tersebut kepada pengadilan Negeri

Pada penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, tuntutan
atau jawaban atau suatu tuowuian berdasarkan hukum dan fakta-fakta. Para
pihak harus dapai menguatkan dasar hukum dan fakta-fakta yang diajukan
dengan mengajukan saksi-Saksi dalam hal ini adalah mereka yang
mengetahui secara langsung pasti peristiwa yang terjadi. Saksi dapat
dilibatkan pada sengketa arbitrase yang sedang diperiksa hanva apabila
diperiniahkan oich arbiter. majelis arbitrase atau permintaan para pihak.

Saksi atau saksi ahli yang akan memberikan keterangan wajib
disumpah terlebih dahulu. Keterangan yang diberikan oleh saksi ahli dapat
diberikan secara fertulis hepada arbiter atau majelis arbitrase. Terhadap

keterangan tertulis yang disampaikan oleh saksi ahli, arbiter atau majelis
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arbitrase akan meneruskan berupa salinan kepada para pihak. Saksi ahli
yang telah memberikan keterangan secara tertulis dapat diminta hadir pada

Pendapat dan Putusan Arbiter atau majelis arbitrase dalam
memutuskan sengketa tidak hanya berdasarkan pada argumen-argumen atau
fakta-fakta yang diajukan para pihak, tetapi juga berdasarkan pendapat
saksi dan saksi ahli. Arbiter atau majelis arbitrase menganggap bahwa
segala keterangan dari saksi-saksi dan dari para pihak yang didukung oleh
bukti-bukti dinilai cukup, arbiter atau majelis arbitrase dapat memutuskan
untuk menutup pemeriksaan dan kemudian menetapkan sidang untuk
mengucapkan putusan arbitrase **

Putusan dari lembaga arbitrase m=mpunyai mempunyai kekuatan
masing-masing pihak yang bersengketa uniuk mengajukan banding atau
upaya hukum lainnya. Dalam putusan arbitrase dicantumkan jangka waktu
terhadap pelaksanaan putusan yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 hari
setelah pemeriksaan atas sengketa tersebut ditutup dan dalam jangka 14 hari
seteiah putusan diterima oleh para pihak. Hal ini akan memberikan
kepastian bagi para pihak yang bersengketa untuk menjalankan putusan
arbitrse tersebut.

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Setelah pemeriksaan sengketa
arbitrasc selesai dilakukan dan putusan telah diberikan oleh arbiter atau
Majelis arbitrase, tahap selanjuinya adalah pelaksanaan dari putusan
arbitrase tersebut . Pelaksanaan puwsan arbitrse terdiri atas dua jenis

sebagai berikut :

* Ahmadi Miru, 2010, Hukum Kontrak Perdagangan dan Kontrak, PT Raja Grafido
Persada, Jakarta, hlm 121.
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1. Putusan arbitrase nasional

2. Putusan dari arbitrase internasional

Sebelum putusan dari arbitrase nasional dilaksanakan,langkah
pertama yang harus dilakukan adalah, mendaftarkan putusan arbitrase
tersebui ke Panitera Pengadilan Negeri. Putusan arbitrase apabila tidak
didaftarkan ke Pengadilan Negeri putusan arbitrase itu tidak dapat
dilaksanakan.

Putusan arbitrase tersebut meskipun bersifat final dan mengikat
para pihak, ada kemungkinan salah satu pihak tidak berkenan
melaksanaknnya dan unfuk mengantisipasinya. Pasal 61 UU No 30 Tahun
1999 memberikan ketentuan bahwa,“Dalam hal para pihak tidak
melaksanzkan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan
berdasarkan perintah Ketva Pengadilan Negeii atas permohoian salah satu
pihak yang bersengkeia”.

Sedangkan terhadap putusan dari arbitrase internasional, yang
berwenang untuk mcnangani imasalah pengakuan dan pelaksanannya adalah
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hanya dapat dilaksanakan di wilayah
hukum Republik Indonesia. Ketua Pengadilan Negeri memiliki hak
inenolak atau menerima permohonan pelaksanaan puiusan arbitrase, apabila
permohonan diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pihak

yang tidak bersedia untuk menerima pelaksanaan putusan arbitrase tersebut
tidak dapat mengajukan banding atau kasasi.”"

*") Subekti. 1992. Arbitrase Perdagangan :Cetakan ke Dua. Bina Cipta. Bandung. him

93,
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Sebaliknya, apabila permohonan tersebut di tolak oleh Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terhadap penolakan tersebut pihak
pemohon dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah
permohonan tersebut diterima, Mahkamah Agung akan memutuskan akan
menerima atau menolak permohonan tersebut. Terhadap putusan yang
diberikan oleh Mahkamah Agung, tidak dapat diajukan upaya perlawanan
misalnya peninjauan kembali.

LLembaga-Lembaga Arbitrase Berdasarkan sifatnya, arbitrase terdiri
dari dua macam sebagai berikut :

I. Arbitrase Ad-hoc Arbitrase yang dibentuk khusus untuk
menyclesaikan atau memuius perselisihan tertentu. Oleh karena itu,
keberadaan arbitrase ad-hoc bersifat insidentai. Dan apabila
sengketa telal diputus, arbitrase ad-hoc tersebut menjadi berakhir.

2. Arbitrase Institusional Lembaga arbitrase yang bersifat nermanen
dan didirikan secarz resmi yang menjalankan peran dan fungsinya
sebagai lembaga yang bergerak dibidang penyclesaian perselisihan
di luar pengadiian.

Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tidek mengatur mengenai
syarat-syarat hapusnya perjanjian arbitrase, malah sebaliknya mengatur
secara negative hal-hal yang tidak menjadikan hapus atau batalnya

perjanjian arbitrase, yaitu yang diatur dalam pasal (10), dimana dikatakan
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bahwa perjanjian arbitrase tidak meniadi batal disebabkan oleh keadaan
tersebut di bawah ini :

1. Meninggalnya salah satu pihak.

2. Bangkrutnya salah satu pihak.

3. Novasi.

4. Insolvensi salah satu pihak.

5. Pewaris.

Mengenai biaya arbitrase menurut ketentuan undang-undang nomor
30 tahun 1999 pasal (76) mengatakan bahwa biaya arbitrase sepenuhnya
ditentukan oleh arbiter, yang meliputi komponen-komponen sebagai
berikut:

. Honor Arbiter.

=Y}

. Biaya perjalanan dan biaya lainya yang dikeluarkan oleh Arbiter.

o

]

. Biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan

sengketa dan,
d. Biaya Admistrasi.

Selain dari kompenen hurui’ a sebagaimana disebutkan di atas, yang
benar-benar murni merupakan biaya yang dikeluarkan uniuk kepentingan
para arbiter yang melaksanakan tugas arbitrase mereka, komponen
selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam huruf b,c dan d lebik merupakan
komponen biaya yang memany secara nyata harus dipikul oleh pihak yang

berbeda pendapat, berselisih paham maupun bersengketa untuk kepentingan
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mereka sendiri dalam jangka pelaksanaan tugas oleh abiter yang sebaik-

baiknya.

Kecuali ditentukan lain, maka biaya arbitrase akan dibebankan
kepada pihak yang kalah, dan jika tuntutan hanya dikabulkan sebagian,
maka biaya arbitrase tersebut akan dibebankan kepada pihak secara
seimbang, dengan ketentuan yang demikian berarti secara tidak langsung
dapat dikatakan bahwa secara formal penagihan dan karena pembayaran
biaya arbitrase yang terjadi baru dapat dilaksanakan setelah selesai proses
arbiirase yang terjadi baru dapat dilaksanakan pembayaran terlebih dahulu
oleh salah satu atau mungkin juga para pihak dalam penyelesaian
perselisihan secara bersama-sama, baik yang disepakati secara bersama
maupun permitaan arbiter, untuk menutupi biaya-biaya tertentu memang
kalah telah harus dikeluarkan selama proses arbitrase berlansung.??

Dari berbagai penjelasan di atas sengketa yang diselesaikan di luar
pengadilan melalui arbitrase memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan
antara lain :

Keunggulannya meliputi :

Umuinnya pengadilan nasicnal kurang mendapat kepercayaan dari

Y
.

masyarakat penguasa (bisnis), sedangkan arbitrasc komersial
internasional merupakan pengadilan pengusaha yang eksis untuk
menyelesaikan sengketa-sengketa di antara mereka (kalangan bisnis)
dan sesuai kebuiuhan mereka.

2. Banyak per.gadilan negara tidak mempunyai hakim-hakim yang

berkompeten atau yang berspesialisasi hukum  komersial

) Agus Darmo, 2001, Mediasi Sebagai Super Visi Manajemen, PT Garfindo Persada,.
Jakarta, hlm 174.
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internasional, sehingga karena keadaan ini pula mengapa para pihak
lebih suka cara arbifrase.

. Berperkara melalui arbitrase lebih murah.

. Berperkara melalui badan arbitrase tidak begitu formal dan lebih
fleksibel. Hakim, dalam hal ini arbitratornya, tidak perlu terikat
dengan aturan — aturan proses berperkara seperti halnya yang terjadi
pada pengadilan nasional.

. Karena sifat fleksibilitas dan tidak adanya acara formil — formilan ini
nantinya berpengaruh pula pada para pihak yang bersengketa. Yakai,
mereka menjadi tidak terlalu bersitegang di  dalam proses
penyelesaian perkara.

. Melalui badan arbitrase, para pihak yang bersengketa diberi
kesempatan untuk memilih hakim {arbitrator) yang mereka anggap
dapat memenuhi harapan mereka baik dari segi keanlian atau
pengetahuannya pada sesuatu bidang icrtentu.

. Fakior kerahasiaan proses berperkara dan keputusan yang
dikeluarkan merupakan alasan utama mengapa badan arbitrase ini
menjadi primadona para pengusaha.

. Tidak adanya pilihan hukum yang kaku dan tidak ditentukan

sebelumnya.
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Kelemahan—kelemahannya meliputi :

Untuk mempertemukan kehendak para pihak vang bersengketa dan
untuk membawanya ke badan arbitrase tidaklah mudah. Kedua pihak
harus sepakat. Padahal untuk dapat mencapai kesepakatan atau
persetujuan itu kadang —kadang memang sulit.

Pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing. Dewasa ini,
di banyak negara masalah tentang pengakuan dan pelaksanaan
keputusan arbitrase asing ini masih menjadi soal yang sulit.

Dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden bhukum atau
keterikatan kepada putusan — putusan arbitrase sebelumnya. Jadi,
setiap sengketa yang telah diputus dibuang begitu saja, meski di
dalam putusan tersebut mengandung argumentasi — argumentasi
hukum para ahli — ahli hukum kenamaaan.

Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif
terhadap semua sengketa hukum. Hal ini berkaitan crat dengan
adanya konsep yang berbeda dengan yang ada di setiap negara.
Bagaimanapun juga keputusan arbitrase selalu bergantung kepada
bagaimana arbitrator mengeluarkan keputusan yang memuaskan

keinginan para pihak.
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B. Kekuatan Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Pada dasarnva para pihak harus melaksanakan putusan secara
sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaanya, putusan
tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan
negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan
autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera

pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitase
diucapkan. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan

mengikat.””

Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (putusan
tetap) sehingga Ketua Pengadiian Negeri tidak diperkenankan memeriksa
alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut pasal 62
ayat (4) Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase.

Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri,
terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase yang
dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasar Pasal 62 UU No.30
Tahun 1999 sebelum memberi periniah pelaksanaan, Ketua Pengadilan
memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan pasal 5
(khusus untuk arbitrase internasional). Bila iidak memenuhi maka, Ketua
Pengadilan Negeri dapat menolak permohcnan arbitrase dan terhadap

penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.

) Shahab Hamid, 1996, Aspek Hukum Dalam Sengketa Bidang Konstruksi, Djambatan,
Jakarta, hlm 73.
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PENUTUP

Bertolak dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah

diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

.

Proses Penyelesaian Sengketa yang Diselesaikan Melalui Arbitrase

Menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase

dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

a.

Pemchon membuat surat tuntutan kepada arbiter atau majelis

arbiter.

Arbiter atau majelis arbiter lalu memberikan salinan atas tuntutan
tersebut kepada termohon.

Jawaban termohon yang diterima arbiter atau majelis airbiter
diteruskan kembali kepada pemohon.

Arbiter atau majelis arbiter lalu memerintahkan para pihak hadir
pada sidang pertama.

sawaban aias tuntutan yang diajukan tetmohon dapai sekaligus
dijadikan iuntutan balasan oleh termohon. Tuntutan balasan

tersebut akan diperiksa olen arbiter atau majelis arbiter bersama-

sama dengan pokok perkara.
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f. Pemohon dapat melakukan pencabutan permohonan tersebut
apabila belum ada jawaban dari termohon atas tuntitanya.
Sebaliknya, apabila termohon sudah memberikan jawaban atas
tuntutan dari pemohon, pemohon tidak dapat lagi mencabut
tuntutannya.

g. Pemohon hanya dapat mengubah atau merambah surat
tuntutannya apabila penanbahan atau perubahan tuntutan tersebut
mendapat persetujuan dari termohon dan hanya merupakan hal
yang bersifat fakta bukan hal-hal yang menjadi dasar dari
nermohonan.

h. Apabila pihak termohon tidak daiang pada sidang arbitrase,
termohon akan dipanggil sckali lagi. Konsckuensi atas tidak
nadirnya termohon pada sidang arbitrase adalah ditundanya
sidang tersebut, tctapi setelah dipanggii secara patut dan tetap
saja tidak datang maka sidang diteruskan dan akibatnya tuntutan
pemochon arbitrase akan dikabulkan.

i. Apabila pemohon yang iidak hadir pada hari pertama sidang,
maka permohonan arbitrase dinyatakan gugur dan sidang
arbitrase dinyatakan selesai.

J. Apabila para pihak semuanya hadir, arbiter atau majelis arbiter
mengusahakan perdamaian para pihak dahulu, jika berhasil

damai maka dibuat akta perdamaian.
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k. Sebaliknya apabila tidak tercapai perdamaian, maka arbiter atau
majelis arbitrasc akan memeriksa pokok sengketa yang terjadi
diantara para pihak.

J. Saksi dan Saksi Ahli.

m. Mendaftarkan putusan tersebut kepada Pengadilan Negri.

2. Kekuatan Hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan
melalui Arbitrase yaitu bersifat mandiri, final dan mengikat (putusan
tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan
memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional

tersebui pasal 62 ayat (4) Undang-undang Arbitrase.

B. Saran

1. Sebaiknya setiap kontrak vang dibuat oleh pelaku bisnis memuat
klausula  arbiirase, schingga penyelesaian sengketa dapat
dicelesaikan dengan cepat, murah dan hubungan bisnis tetap terjuga

atau berlangsung.
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